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KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS PARENGAN
Nomor : 188.4/08/KPTS/414.102.14/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
DI UOBF PUSKESMAS PARENGAN

KEPALA UOBF PUSKESMAS PARENGAN,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) wajib menyediakan pelayanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundag-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan
masyarakat;

b. bahwa untuk menetapkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan
masayrakat dan permasalahan kesehatan yang ada di
wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari
masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Parengan tentang

Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas;



Mengingat

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Kesehatan;

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Kesehatan Jiwa,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014
tentang Upaya Perbaikan Gizi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016
tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016
tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perkantoran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat
Kerja;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016
Penanggulangan Tuberkulosis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2016
tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Industri;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017
tentang Penyelenggaran Imunisasi;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017
tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency
Virus (HIV), Sifilis, Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017
tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang
dengan Gangguan Jiwa,;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Peraturan Menteri Kesehatan 15 tahun 2018 tentang
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
Peraturan Menteri Kesehatan 47 tahun 2018 tentang
Pelayanan Gawat Darurat;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes;



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019
tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat
Penyakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan 26 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74
Th 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan, 28. Standar Usaha Puskesmas: No.
KBLI: 86102 Aktivitas Puskesmas (halaman 649-686);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyeleggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum
Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah
Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan
Kesehatan Seksual,

Peraturan  Presiden Nomor 67  Tahun 2021
tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022
tentang HIV, AIDS, dan IMS;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022
tentang Rekam Medis;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1186/2022  Tentang Panduan
Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasyankes Tingkat Pertama
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
585/MENKES/SK/V /2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 2007
tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di
Puskesmas;

Keputusan Menteri  KesehatanHK
02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Praktik
Klinis bagi dokter gigi;

Surat Edaran Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Nomor



HK.02.02/1/1564/2018 ttg Penatalaksanaan ODHA
untuk Eliminasi HIV AIDS Th 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Penetapan Jenis - Jenis Pelayanan Puskesmas di UOBF
Puskesmas Parengan.

KEDUA : Jenis - Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum
KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parengan
pada tanggal 04 Januari 2023

721 UO]§F PUSKESMAS PARENGAN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS
PARENGAN

NOMOR 188.4/08/KPTS/414.102.14/2023
TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS DI UOBF PUSKESMAS PARENGAN

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
DI UOBF PUSKESMAS PARENGAN

1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Keperawatan Kesehatan

Masyarakat:

a. Pelayanan promosi kesehatan:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan intervensi
tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, dan Pondok Pesantren;;
Jambore Kader Posyandu Balita

Jambore Kader Saka Bakti Husada;

Pembinaan UKBM:

Gerakan Aktifkan Posyandu Balita

Gerakan Aktifkan Taman Posyandu

Promosi kesehatan penyuluhan dan media sosial,

b. Pelayanan kesehatan lingkungan:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Pengawasan dan penyehatan air bersih;

Pengawasan dan penyehatan makanan dan minuman;

Pengawasan dan penyehatan perumahan dan sanitasi dasar;
Pembinaan Tempat-tempat Umum (TTU)/ Tempat Fasilitas Umum
(TFU);

Pelayanan konseling sanitasi;

Pemberdayaan masyarakat dalam Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM);

c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana:

1)
2)
3)

Pertemuan P4K;
Pemantauan Bumil Risiko Tinggi;

Pertemuan Kelas Ibu Hamil;



4) Kemitraan Bidan;
5) Pemantauan Bufas Risiko Tinggi;
6) Pemantauan Kesehatan Bayi & Balita;
7) Supervisi fasilitatif ke Polindes, Pustu, Praktek Mandiri;
8) Sosialisasi kesehatan reproduksi.
9) Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia
10) Pertemuan Catin
d. Pelayanan gizi:
1) Pelacakan kasus gizi buruk & stunting;
2) Pendampingan Gizi Buruk;
3) Pemantauan Status Gizi;
4) Survey Kadarzi;
5) Pembentukan dan Pendampingan KP ASI;
6) Pemberian TTD ke Sekolah;
7) Pelacakan dan Pendampingan Kasus Gizi Buruk & Stunting
8) Pemberian PMT Penyuluhan; dan
9) Pemberian PMT Pemulihan.
e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit:
1) Penyuluhan penyakit menular dan tidak menular.
2) Kusta
a) Pemeriksaan kontak serumah kusta; dan
b) Penjaringan suspek kusta.
3) TB Paru
a) Kunjungan rumah untuk terapi pencegahan TB dan Pemantauan
minum obat;
b) Skrining TB di masyarakat dan Pelacakan penderita mangkir TB;
c) Penemuan kasus aktif TB dan Investigasi Kontak TB; dan
d) Pembinaan Kader TB
4) HIV/AIDS : Pendampingan penderita HIV/AIDS.
5) Imunisasi : Pelaksanaan Imunisasi BIAS dan Pelacakan kasus KIPI
6) Penyakit Tidak Menular
a) Pelayanan POSBINDU PTM
b) Pendataan dan Skrining factor risiko PTM

c) Pendataan anak usia 15 tahun keatas tentang perilaku merokok



f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
1) Kunjungan Rumah dan Intervensi Keluarga Rawan
2) Kunjungan kelompok rawan
g. Pelayanan kesehatan lansia:
1) Posyandu lansia;
2) Pembinaan posyandu lansia.
3) Skrining P3G
4) Penyuluhan Care Giver
5) Jambore Kader Posyandu Lansia
h. Pelayanan kesehatan jiwa:
1) Pendampingan ODGJ; dan
2) Pelacakan Kasus Jiwa.
2. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan:
a. Pelayanan kesehatan kerja:
1) Pembinaan dan Pemantauan Kesehatan Kerja;
2) Penilaian strata Pos Usaha Kesehatan Kerja; dan

3) Penyuluhan kesehatan pada pekerja di Pos UKK.

o

Kesehatan Olahraga

c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat
d. Kesehatan Tradisional

e. Pelayanan Kefarmasian Masyarakat

f. NAPZA

g. Pelayanan kesehatan indera:
Skrining kesehatan indera

3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP):

a. Pelayanan pemeriksaan umum;

b. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
c. Pelayanan KIA;

d. Pelayanan KB;

e. Pelayanan Gawat Darurat:

f. Pelayanan gizi;

g. Pelayanan kefarmasian;
h. Pelayanan Imunisasi
i. Pelayanan Persalinan 24 Jam

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.

—.



k. Pelayanan laboratorium;
4. Bangunan, sarana dan peralatan

a. Pengelolaan bangunan dan prasarana

b. Pengelolaan peralatan

c. Pengelolaan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
5. Mutu

Keselamatan pasien

o P

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Manajemen Risiko

o o

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit Internal

Mutu KMP, UKM dan UKPP

0

g. Survei, Pengaduan, dan Kepuasan Pelanggan

KEPALA UOBF"PUSKESMAS PARENGAN




